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ABSTRAK

DARMAWATI. Evaluasi Regulasi Tentang Peran Pemerintah Daerah
Dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi
Islam). (dibimbing oleh Dr. Zainal Said,M.H. dan Dr. Hj. Saidah.S.HI.,M.H.).

Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan yaitu: Bagaimana Regulasi yang
diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di
Kabupaten Pinrang, Bagaimana pelaksanaan Regulasi tentang Peran Pemerintah
Daerah dalam Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang, Bagaimana Hasil
Evaluasi Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah  dalam
Peningkatan Wirausaha di-Kabupaten Pinrang berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi
Islam.

Jenis penelitian Ini adalah Penelitian Lapangan yang bersifat deskriptif
kualitatifgdengansmenggunakangpendekatangyuridissempirisgdangyuridis normatif.
Teknik pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik
kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Regulasi yang diterapkan Pemerintah
Daerah dalam peningkatan wirausaha antaralain: Peraturan daerah Pinrang Nomor 1
Tahun 2015 tentang penerbitan SIUP dan TDP dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor
35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan SIUP dan TDP, Peraturan Bupati Pinrang
Nomor |51 Tahun 2015 tentang pemberian IUMK dan Keputusan Kepala Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang PPTK pada
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2019, 2) Regulasi-
regulasi tersebut sudah terlaksana sesuai dalam-peraturan perundang-undangan, 3)
Adanyalregulasi-regulasi mengenai perizinan usaha dan program-progam pemerintah
serta adanya bantuan-bantuan dari pemerintah mampu mendorong peningkatan
wirausaha di Kabupaten Pinrang/yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yaitu
Ilahiah, al-4d’/, al-Nubuwah, al-Khalifah dan al-Ma 'ad.

Kata Kunci: Evaluasi, RegulasigPerangPemerintal Daerah, Hukum Ekonomi
Islam.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Pemerintan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-lug nsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaima Dasar Negara Republik

ipatau Walikota,

u i alam bentuk
atu hak, wewenang da ban ntah Daerah
gurus sendiri urusan
engan peraturan perun

as pokok Pemerintah Daer sejahterakan

2ngan demiki h senantiasa

ar dalam me ar yang ada di nya. Dalam

N masyarakat terse rlepas dari pereko

perekoM BERA R'Eaha yang

masyarakat,

liki banyak
eningkatkan

daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih

M. Rendi Aridhayandi, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang
baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Gegorafis, Jurnal Hukum
dan Pengembangan Tahun Ke-48, No.4, Oktober-Desember 2018, h. 1.

’Nur Fatin, Pengertian Seputar Pemerintahan, https://Seputarpengertian.blogspot.com. (12
Oktober 2019).
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tinggi. Dalam upaya membangun ekonomi nasional melalui sektor usaha, maka
pemerintah memberi perhatian yang sangat besar dan mendapatkan prioritas untuk
pembinaaan dan pengembangan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi.

Melihat perkembangan ekonomi saat ini, jaman mempengaruhi tuntuntan

gaya hidup masyarakat yang mening a pikir masyarakat juga semakin modern

dan pada intinya masyara niliki kebutuhan yang kian hari
semakin tinggi. Akhir ondisi ekono il dan para pelaku ekonomi
harus mengikuti keadaé rsebut agar dapat mela usahanya, hal ini dapat
berdampak

dek.® Dalam

perti ini, banyak masy: an yang ada

an lapangan pekerjaan rausaha. Hal

ini dika sumber daya manusi hi lapangan

irausaha apabila dikemba maka akan

tas ekonomi esejahteraan

rangka me uat struktur

esual apa yang

diharapkan, dalam wirausaha tentu banyak tantangan yang paling berat dihadapi

*Hamami Cahya Prastika, Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan,
(Skripsi Sarjana: llmu Administrasi Negara: Jawa Timur), h. 1. https://repository.unair.com. (12 Juli
2019).
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ketika meningkatkan wirausaha, diantaranya adalah modal usaha, keahlian kerja,
kualitas produk, dan kemitraan yang minim dalam berwirausaha. Pemerintah Daerah
sangat berperan penting dalam mengetaskan persoalan tersebut dalam

meningkatkan wirausaha.

Pemberian informasi meng aimana pelayanan usaha sangat diperlukan

bagi para wirausahawan, ga masih sulit dilakukan. Untuk

merintah Daerah diwu ala k peraturan
aksudkan untuk menga pere ian termasuk
gan tentang Peran Pemeri erah peningkatan

n pihak yang

menerapkan
aturan Pemerintah
Daerah irausaha di
dupan yang

rkenaan dengan
hubungan  yang  bersifat  horizontal  antarmanusia dan tetap  akan

dipertanggungjawabkan di akhirat. Manusia diperintahkan untuk memakmurkan bumi

dan membawanya ke arah yang lebih baik serta diperintahkan untuk mencari rezeki.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Dalam Hukum Ekonomi Islam semua kegiatan manusia termasuk dalam
melakukan usaha dengan memberikan batasan apa saja yang dilakukan (Halal) dan
apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam usaha syariah, usaha dilakukan

harus berlandaskan sesuai dengan ketentuan syariah. Semua hukum dan aturan yang

dilakukan untuk menjaga usaha aga patkan rezeki yang halal dan di ridhoi.*

Berdasarkan perma erdorong melakukan penelitian

dengan mengambil | Peran Pemerintah Daerah

dalam Peningkatan saha di Kabupaten Pinre alisis Hukum Ekonomi

lakang diatas, maka m Bagaimana

ran Pemerintah Daerah irausaha di

Analisis Hukum Ekon salah pokok
b masalah sebagai berikut :

121 ana Regulasi Peran Peme yaerah dalam
atan wirausa nrang ?

1.2.2 ana pelaksa eran Pemeri aerah dalam

atan Wirapw |nlEpnrn E
1.2.3 : aerah dalam

Ekonomi Islam ?

*Ariyadi, Bisnis dalam Islam, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 5 Issue I, Juni 2018, h. 13.
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1.3
13.1

1.3.2

1.3.3

14

14.1

1.4.2

143

Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui Regulasi yang diterapkan tentang Peran Pemerintah Daerah
dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.

Untuk mengetahui pelaksanaan Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah

dalam peningkatan wirausa aten Pinrang.

Untuk mengetahui tang Peran Pemerintah Daerah

dalam penin saha di Kab ang berdasarkan Analisis

Pemerintah
lam hal peningkatan wi
apkan dapat member bengetahuan,
n kontribusi bagi pih mengetahui
I tentang Peran Pemerint peningkatan

penelitia pkan dapat men;j

ahana yang

aat dalam i pengetahuan nai Hukum

s PAREPARE
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2.1

dalam Peningkatan Wirausaha (Anali

2.11

2.12

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait Evaluasi Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah

Im Ekonomi Islam), diantaranya adalah:
Siti Nurhasanah F ng berjudul “Peran Pemerintah
Daerah dalam F yaan Usaha Mik
Jtara.” Hasil Penelitian
mberdayaan

008 tentang

dengan penelitian penul entang Peran
dalam peningakatan erbedaannya
enelitian. Dalam peneli
rapkan Pemerintah Daerah
s pada upa

an Usaha Mikro,

Cahya Pﬂ(niEPmR‘Ean Peme Daerah dan
dalam upaya
enunjukkan
bahwa Pemerintah Daerah dalam berperan sebagai Fasilitator, Regulator dan

Katalisator sedangkan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah

5Siti Nurhasanah Furgani, Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara, (Skripsi Sarjana; Fakultas llmu Sosial dan
llmu Politik: Makassar: 2017), h. 68, https://repository.unhas.ac.id. (12 Juli 2019).
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berjalan dengan baik dalam upaya pengembangan UMKM Kerajinan Kulit
dengan berdasarkan UU No.20 Tahun 2008.° Persamaan dengan penelitian
penulis yaitu membahas tentang Peran Pemerintah Daerah sebagai regulator

dalam peningakatan usaha, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini

bersifat khusus atau yang m subjek penelitiannya hanya pada pelaku

usaha Mikro, Kecil d

Pengolahan
hasil dalam
kan tetapi masih ada se alan dengan
ngan penelitian penulis ntang Peran
alam peningakatan usah aannya ialah

fat khusus atau yang menj annya hanya

laku usaha ah (UMKM) lahan waluh

enjadi produ

2.2 an Teoretis
221 PAREPARE

Y am ke dalam
kata perbendaharaa : hankan kata

®Hamami Cahya Prastika, Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan,
(Skripsi Sarjana: llmu Administrasi Negara: Jawa Timur), h. 9, https://repository.unair.com. (12 Juli
2019).

"Ruben Angga Saputra, Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Pengolahan Waluh
Sebagai Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Semarang, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial dan
Illmu Politik: Semarang; 2015), h. 6, https://neliti.com. ( 12 Juli 2019).
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aslinya dengan penyesuaian lafal Indonesia. selanjutnya dijelaskan bahwa evaluasi
adalah kegiatan unruk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang
selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menetukan alternatif yang tepat

dalam mengambil keputusan.®

Dapat diartikan, evaluasi ad proses perbandingan dan pengukuran

dari hasil akhir pekerjaan engan hasil-hasil yang seharusnya

dicapai. Ada banyak dan pakar yang skan dengan pendapat dan

erbeda-beda. i pandangan beberapa para ahli
tentang
2211

adalah sebagai The pro neating, and

va, Evaluasi

providi n for judging decisio

adalah ggambaran, perolehan, Drmasi  yang

eputusan.” Secara operasi emaparkan
proses, m i skriptif dan

gkan bebera ni ignifi : juran dalam

du pengambil

anPAREPARE

memperoleh
dan menyediaka : 3 : K3 k puat alternatif-

alternatif keputusan. Pengertian yang dikemukakan keduanya menunjukkan bahwa

®Rusydi Anien Rafida, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, (Medan: Perdana
Publishing, 2017), h. 1.

%Zerry Febryan, Achmad Djumlani & Erwin Rasmawan, Evaluasi Tentang Penataan Ruang
dan Perumahan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, E-Journal Administrative
Reform, 2016, 4(2), 193-203, h.196.
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evaluasi itu merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh
informasi atau data dan berdasarkan informasi atau data tersebut dibuat suatu
keputusan.

2.2.1.3 Djaali dan Muljono

Djaali dan Muljono menjela hwa evaluasi adalah suatu proses menilai

sesuatu berdasarkan kriteri ditetapkan, yang selanjutnya

gement professional.

gukuran.

lisis kesesuaian antara ki sasaran atau

iatas, maka
(tiga) aspek
gai berikut :
bahwa
evaluasi merupakan kegiatan® yang terencana dan dilakukan secara
berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau

penutup dari suatu program tertentu. Melainkan merupakan kegiatan yang

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



10

dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir
program setelah program itu dianggap selesai.
2) Di dalam kegiatan evaluasi diperlukan sebagai informasi atau data yang

menyangkut objek yang sedang di evaluasi. Berdasarkan data itulah

selanjutnya diambil suatu sesuai dengan maksud dan tujuan

evaluasi sangat berg ihan dan objektivitas data yang
digunakan dalg bilan keputusa
3) i iatan evaluasi tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan yang
uan terlebih
al ini adalah
n penilaian memerluk entu sebagai
kan batas ketercapaian
2.2.2

t Ka

esar Bahasa Indonesia (K eran bagian dari

merupakan

hak dan ke

kan (status). a seseorang

gan kedudu , maka dia

ukan dari pe adalah suatu
oleh karena
ada peranan

angkat tingkah
laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap sesuai dengan kedudukannya dalam

suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar dan

ORusydi Anien Rafida, Pengantar Evaluasi Program Pendidikan, (Medan: Perdana
Publishing, 2017), h. 2-4.
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bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada
situasi tertentu.™
Levinson dan Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal :
1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

seseorang dalam masyaraka nan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan seseorang dalam  kehidupan

2) upake tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu

3) penting bagi
rakat.'?

i pendapat di atas bahw dan perilaku
perilak yang menjalankan fu kewajiban
berdasa dimiliki atau fungsi yan rang Kketika
mendud tu posisi dala
2.2.3 tah Daerah

tah adalah emerintah ol erintah dan
DPRD t asas oto“szE mmEngan prin omi seluas-
luasnya 1f sebagaimana
dimaksud dalz . Peme aera atas Pemerintah

Daerah Provinsi dan DPRD provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/kota.

“Kozier Barbara, Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat, (Jakarta : Gunung Agung, 1995),
h. 21.

1250erjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 213.
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (UU RI No.32 Tahun 2004).

1) Asas Pemerintah Daerah
a. Asas Sentralisasi

mana sistem pemerintahan

k mengatur dan mengu : stem Negara

donesia.

si adalah pelimpahan tahan oleh
tah kepada i inta ada instansi

wilayah tert

gas Pembant

gas pemtpn RIEMHE Pemerint: rah dan/atau

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat ditanggapi
sebagai hubungan hukum keperdataan, di mana terdapat penyerahan sebagian hak
dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan objek tertentu. Pemilik hak

pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan
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kepada Pemerintah Daerah, dengan objek hak berupa kewenangan pemerintah dalam
bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan dengan tetap dalam rangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi antara lain

bertujuan meringankan beban pekerj erintahan pusat. Dengan desentralisasi

tugas dan pekerjaan diali rintah Pusat dengan demikian

dapat memusatkan p a hal-hal ya utan dengan kepentingan

nasional atau negara
menyatukan
atau dari

lebih rendah

ih tinggi kepada Peme

ah tangga sendiri daer

ua prakarsa,

awab mengenai urusa sepenuhnya

aerah itu. Adapun tujuan ut ng i

desentralisasi
akan mempo I rah sebagai

asyarakat F*ﬂ! P kﬂaEgat akan

apai melalui

pendidikan
politik stribusi pada
pendidi iety.

Tujuan administratif akan mempromosikan Pemerintah Daerah sebagai unit

pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan
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masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam
pelayanan publik.?
Dengan demikian, Pemerintah Daerah  memiliki peran penting untuk

mensejahterakan masyarakat. Dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk

mensejahterakan masyarakat, Sal ran Pemerintah Daerah yaitu sebagai

regulator. Pemerintah Daer. bijakan dan menerapkan aturan
agar kehidupan dapat gan baik dan
2.2.4 Hukum Eko
2241

a Arab yang

yang berarti putusan, k emerintahan,

ain-lain. Sedangkan d slam istilah

bang ke arah makna onteks kata

(13

ngan “Islam” sehingga menj ta [slam” kata

amic Law”

m berarti sef; at peraturan

} Umat yang

ini menjadi

maupun tata hukum masyarakat.™

3Adrianto kasim, Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Petani Kakao Perspektif
Hukum Ekonomi Islam, ( Skripsi Sarjana: Syariah dan Ekonomi Islam, parepare), h. 14-17.

YFathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, Sejarah, Teori dan Konsep, (Cet. Il, Jakarta:
Sinar Grafika, 2015), h. 41-42.
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Hukum Ekonomi Islam terdiri dari tiga suku kata yang tidak boleh dipisahkan,
sebab ketiga hal ini saling melengkapi. Menurut Rachmat Soemitra, Hukum Ekonomi
adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai

satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana

kepentingan individu dan masyaraka berhadapan. Menurut Muhammad Abdul
Mannan yang dimaksud d adalah  “Social science which
studiesthe economics

of people imbuec values of Islam.” Artinya,

Ekonomi Islam adalé U pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

benar-benar

ber dari syariat yang aranya yaitu

1

Karim dan As-Sunnah.

> Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 5-7.

®Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Pernada
Media Group, 2010), h. 15.

"Viethzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356.
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Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
semaumu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang
kepadamu.®

2.2.4.2Posisi dan Ruang Lingkup H onomi Islam

Secara garis besa i Islam dapat dikelompokkan

menjadi tiga, yaitu :

an.

ini me usia dengan

dalam hubungan bera , bernegara.

ulugiyah ini adalah hu gan dirinya

sendiri nggak dalam rangka gan sesama
makhlu

amaliyah (s gatur hubung up lahiriyah

antara 1 dengan ma nnya selain rohani dan

kitarnya.™®

lai HukurliEkBhomi 1Sl ™ & [ [

dengan
2.2.4.3
1)
persumber dari Allah Swt. dengan
tujuan semata-mata untuk mecari ridha Allah Swt. semata (li-mardhatillah). Allah

Swt. adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini dan Allah Swt.

¥Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Al-
Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 83.

YFathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19-20.
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menciptakan segala yang ada di bumi dan di langit tidaklah dengan sia-sia dan khusus
manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada-Nya. Allah Swt. memberi
perhatian khusus kepada manusia dengan tidak membiarkannya dalam sia-sia,

kebingungan tanpa hidayah. Agar manusia dapat menjalankan tugas dengan baik

sebagai khalifah Allah Swt. di muka maka ia wajib tolong-menolong dan saling

membantu dalam melaksa ang bertujuan untuk beribadah

kepada Allah Swt. se U, manusia dipe agar percaya kepada hari

laku ekonomi manusia akan dapat terkendali sebab ia

sadar b kelak oleh
Allah S
an agama secara mut aguan yang
dan keesaan Tuhan. yang patut
dijadikan tempat meng ngan tauhid

a tujuan yaitu mengukuhk satu-satunya

adalah

membangun
ggotaannya
semesta ini
diciptakan dan didesain oleh Tuhan yang maha Esa, yang bersifat Esa dan unik, dan

tidak terjadi dari faktor kebetulan atau aksi dentil karena Allah Swt. menciptakan

2Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 10.
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segala sesuatu dengan tujuan yang jelas, maka ini akan memberikan arti yang cukup
signifikan bagi jagad raya, di mana manusia sebagai aktor utamanya.?
2) Nilai Keadilan (al-4d’l)

Salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi

Islam adalah keadilan. Berperilak hanya berdasarkan kepada Al-Qur’an

dan Al-Hadits, tetapi did imbangan hukum alam, yang

didasarkan pada ke dan keadila kan keadilan dan usaha
mengeliminisasi ala bentuk diskriminisasi menadi prioritas utama Al-Qur’an.
Prinsip but haruslah
sana, maka
ksploitasi akan terus b adalah ruh

kemanusiaan, keharmo : oraan dalam

Seperti yang
il meskipun

dunia akan

?!Umer Chapra, Islam Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.

22Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 10-11.
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sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya
terhadap mereka.

Di sini manusia mempunyai suatu kebebasan untuk berbuat suatu keputusan
ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena dengan

kebebasan itu manusia dapat mengop potensinya dengan melakukan inovasi-

inovasi dalam kegiatan ekon

naran), dimana seora | senantiasa
kebenaran dan keikhlas an diri dari
afikan. (2) Amanah ( S I senantiasa
m p kehidupan dalam bentuk : empercayai,
, dan tanggu (cerdas), sel eorang Nabi
ng tidak harus me akal dan inte tas terutama

nkan fungsi- . Tabligh (ko if), sifat ini

tama daIP NE’EPSA Ronnalisme enjalankan

Prinsip Khalifah adalah ketentuan Allah Swt. yang menjelaskan status dan
peran manusia sebagai wakil Allah Swt. di muka Bumi. Oleh karena itu, segala

perbuatan manusia  harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. di hari

2Umer Chapra, Islam Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.
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kemudian. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia muslim maupun sebagai
bagian dari umat. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik,
ekonomi, dan prinsip organisasi sosial lainnya. Dasar pemikiran ini memberikan

ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan tujuan dari keberadaannya di

muka Bumi, yaitu sebagai agent of de
Manusia diciptakan bah kepada-Nya tetapi juga
ditugaskan sebagai h dibekali dengan semua

karakteristik mental dan spiritual serta materil untu emungkinkannya hidup dan

a se alifah f bagi sistem

pereko dim sama atau gotong ro petisi yang
selama jadi nan proses interaksi eko

pen an pengelolaan disinite Sinergi yang

an p rja sama dan tolong-meno hwa mereka

meraih kem i s dilakukan melakukan
erhadap orang lai u memperole bihan harus
k memberi epada sesams

tungan (al-

kahidupan
dunia dan akhirat. Hal ini dapat dicapai apabila manusia dalam melakukan kegiatan

ekonomi selalu tolong-menolong dalam kebaikan, tidak bertolongan dalam hal

2*Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 12-14.

»Umer Chapra, Islam Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 211.
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keburukan dan kejahatan. Manusia juga dilarang melakukan perbuatan yang dapat
merusak ekonomi sehingga dapat mendatangkan bencana kepada umat manusia.?
2.3  Tinjauan Konseptual

2.3.1 Analisis

Analisis menurut Kamus hasa Indonesia (KBBI) adalah suatu

peristiwa (karangan, perb hui keadaan yang sebenarnya
atu pokok atas berbagai
ngan antarbagian untuk

Penjabaran

i ad

berian nilai terhadap ain dari itu,
apat g sebagai proses, mem

sang rlukan untuk membuat alter

2.3.3
sia (KBBI) Regula ikan sebagai

sebuah . ulasi  merup cara untuk
pembatasan

entuk, yakni

%6 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 16.

"Departemen pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h. 43.

%Anna Ratna Wulan, Pengertian Esensi, Konsep Evaluasi, Asesmen, Tes dan Pengukuran,
https://schoolar.google.com. (13 Oktober 2019).
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pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan,
dan sebagainya.?
2.3.4 Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat.*
2.3.5 Pemerintah Daerah

Pemerintah rusan pemerintah oleh
Pemerintah Daerah i enurut asas otonomi dan
seluas-| A k Indonesia
sebagai i : k Indonesia
1945%

meliputi Gubernur, Bu N Perangkat

Daerah enggara Pemerintahan
2.3.6
seorang yang berani ber diri dengan

enali produk

resiko P* nthF/A RrEaha pela ama dalam

*Christopher Pass, Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi Edisi II, (Jakarta: Erlangga,
1994), h. 570.

%9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-1V, (Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka, 2008), h. 1.051.

$'Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
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pembangunan ekonomi yang fungsinya untuk melakukan inovasi atau kombinasi-
kombinasi yang baru untuk sebuah hingga melakukan perbaikan produksi lainnya.*
2.3.7 Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku

manusia dalam memenubhi idupnya dengan tujuan memperoleh

kedamaian dan kesejahtera anusia di sini berkaitan dengan
landasan-landasan s u dan Kkecenderungan-
kecenderungan dari

Ikan bahwa
Pemerintah
irausaha. Penelitian ini elitian yang

ka pikir, yang mana me ggambaran,

asi yang berguna dan Putusan dari

emerintah dalam peningk Kabupaten

m Ekonomi

g pola hubu tara konsep

ang meuManaE PlﬂtREdap foku itian. Dalam

itah Daerah

dalam pe kata ausahs Ka 3 3 : konomi Islam,

%27akky, Pengertian Wirausaha secara umum dan menurut para ahli, Zona Referensi.com,
(29 September 2019).

%37ulfah Nabila, Analisa Konsep Ekonomi Dalam Islam, https:///www.Kompasiana.com. (29
Desember 2019).
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berikut gambaran bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan

kemudahan pada penulis :

EVALUASI

Alternatif
Putusan

Penyedia
Informasi
yang Berguna

Penggambaran Perolehan

Peran
Pemerintah
Daerah

v

Hukum Ekonomi Islam

17« PN

PAREPARE

Tidak Sesuai

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
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BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field reseach) yaitu

penelitian yang dilakukan pad ejadian  yang benar-benar terjadi.**

1. sebagai penelitian deskriptif

i faktor, sifat-sifat serta omena yang
imiliki asar-dasarnya saja.*® J iti Jalah yuridis
iri kat lah jenis penelitian hu i apat disebut
pula pe lapa , yaitu mengkaji bagaimana ke diwujudkan

ya di masyar

atan yuridis

a menggunak be i pe perundang-

g terkait dengan g diterapkan tentang Pemerintah

eningkatMaE PA R E

Daerah

% Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

**Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, (Cet.VII, Jakarta:Bumi Aksara,
2004), h. 26.

%|_exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

$"Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1,
No. 1, Januari-April 2012, h. 19.

25
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Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara
sistimatis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk
mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun

tingkah laku manusia.®

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitiz
3.2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi Peneliti i Sel aerah Kabupaten Pinrang,

ﬁﬁﬁﬁﬁ . ustrian, Perdagangan, Energi dan

Kabupaten

Kabupaten

ukan penelitian dalam ang dimana

elip ersiapan (pengajuan prop pelaksanaan

data), pengol dan penyusu il.

Penelitian

penelitian ini

a saja Regule diterapkan
pelaksanaan
a dan Hasil
irausaha di

Kabupaten Pinrang berdasarkan Analisis' Hukum Ekonomi Islam.

%83ukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Kompetensi dan Praktiknya, (Cet. I,
Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 157.
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3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam peneletian ini adalah fokus kualitatif. Data kualitatif adalah
data yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data

kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan

tidak bisa diperoleh secara langsun sumber data penelitian ini yaitu:

3.4.1 Data primer adalah ulkan peneliti atau petugasnya
kait dengan permasalahan
pangan secara langsung

lasi tentang

Kabupaten
34.2 data yang langsung di liti Sebagai
er utama. Dapat juga di susun dalam
okumen.*
35 Pengumpul

Field Resea ara peneliti langsung ke

mengadaka eroleh data- ngkret yang

dengan [Pnnan EiMLREik yang

akan dalam

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian

terhadap fenomena yang tampak.*® Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau

%*Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta : Rajawali, 1987), h.93-94.

“sanafiah Faizal, Format-format Penelitian Sosial, (Cet.V, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2001), h. 71.
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proses.* Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah
melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format
yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi.

Observasi bukanlah sekedar mencatat, tapi juga tetap mengadakan pertimbangan

terhadap data yang akan diambil. | ini peneliti akan mengamati Regulasi

tentang Peran Pemerinta tan wirausaha di Kabupaten
Pinrang.

3.5.2 Wawancara
melakukan
Wawancara
dapat d seb yang dipergunakan unt rmasi (data)
dari res den bertanya langsung sec tap ace to face)
dengan info sebut. Wawancara mer lah s men penting
dalam pen . Dengan teknik wawanca eliti memikirkan
tentang anaannya, ter si dan kondi karena itu

dalam f an ini, wawancar ya terekam baik, maka

peneliti gunakan inst ncara, buku n dan tape

ejenis bopnlnnE PA R E

*syharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan, (Cet. X111, Jakarta : Rineka Cipta,
2006), h. 230.
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Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis,
seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-
lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.*

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikump ah dengan analisis kualitatif. Proses

pengumpulan data mengikuti man, sebagaimana dikutip oleh

Sugiyono, bahwa akti i tiga tahap, yaitu reduksi

ajian data dilihat dari a, termasuk

ajian data akan bisa ntuk uraian

an dapat juga berupa be sejenisnya.

an. Verifikasi data yait endapatkan

an apakah dat idak. Dalam

si data ini a ver data dan

objektivitas s er yang satu

sumber yp nn(! Fnﬂn!rik suatu lan.

*Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidinkan Teori Aplikasi, (Cet. II,
Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 191.

*sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D,
(Baandung : CV. Alfabeta, 2008), h. 300.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Regulasi Yang Diterapkan Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam
Peningkatan Wirausaha di Kabupaten Pinrang

Peran Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang

diwujudkan dalam bentuk regulasi-regulasi. Untuk mengetahui regulasi-regulasi yang

diterapkan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pinrang, maka peneliti mewawancarai

Bapak Wendi Harianto, ST. selaku Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Pedagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten

Pinrang, beliau mengatakan bahwa:

“Peran pemda dalam peningkatan wirausaha yaitu membuat perda. Adapun
perda yang berkaitan yaitu Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015
tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan
didalamnya diatur mengenai persyaratan pengambilan’ surat izin usaha
perdagangan dan tanda daftar perusahaan, Syarat penerbitan surat izin
perdagangan. dan tanda daftar perusahaan kemudian Sanksi pada
pelanggarannya. Kemudian ada Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun
2016 Tentang Peraturan. Pelaksanaan. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar
perusahaan sebagai penjelasan secara teknis dari Perda itu tadi.”*

Bapak Drs. Arifin H.; M:.Pd. selaku .Kabid Koperasi dan UKM, Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang=mengatakan, bahwa:

*Peran Pemerintah Daerah “Kabupaten Pintang=dalam peningkatan wirausaha
yaitu Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin
usaha mikro dan kecil, ini memuat tentang pemberian izin usaha kepada
pelaku usaha yang berskala kecHl dan ada juga Keputusan Kepala Dinas
Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun
2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada
Dinas koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Pinrang tahun anggaran

“Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh

peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 18
November 2019.
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2019. Keputusan memuat beberapa program-program dalam mendorong
peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.”*®

Selanjutnya Bapak Muh. Safri, S.H. selaku Kabid Pengaduan dan Dalak

Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Pinrang

mengatakan:

“Kebijakan kami di sini dalam peningkatan wirausaha adalah hanya sebagai
pendukung UMKM dalam-hal perizinan.usaha. Kalo bentuk pengawasan kami
disinikan bagi usaha-usaha yang sudah berizin karna usaha-usaha yang belum
berizin dia itu masih dalam pengawasan instansi teknisnya. Misalnya, usaha di
bidang kesehatan ketika ada apotik belum berizin itu masih menjadi tanggung
jawab di Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan memberikan
pemahaman bahwa sebelum berusaha harus memiliki izin dulu tapi kalo kita
mau fokus ke UMKM-nya berarti kita di sini masih bersifat teknis pemberian
izin tetapi untuk pengawasannya itu masih ke instansi teknisnya. UMKM itu
dibina di Dinas Koperasi dan UKM, tetapi kalo kita berbicara perijinannya
semua di satu pintukan di sini.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Regulasi yang diterapkan tentang

Peran Pemerintan Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang,

diantaranya adalah:

1)

Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin
usaha dan tanda daftar perusahaan, Peraturan Daerah ini memuat tentang
aturan dalam menerbitkan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar
perusahaan kemudian Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016
Tentang Peraturan Pelaksanaan™Peraturan”Daerah Kabupaten Pinrang Nomor
1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan
sebagai penjelasan secara teknisnya. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

merupakan surat izin untuk bisa melaksanakan perdagangan. Surat 1zin Usaha

**Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara leh peneliti di Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 21 November 2019.

**Muh. Safri, S.H., Selaku Kabid Pengaduan dan Dalak Penanaman Modal, Wawancara oleh

peneliti di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 22 November 2019.



2)

3)

4.2

Daerah

421
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Perdagangan ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha
perdagangan.
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 tahun 2015 tentang pemberian izin usaha

mikro dan kecil merupakan aturan mengenai pemberian izin usaha kepada

pelaku usaha yang berskal rat izin usaha ini sangat penting dalam

peningkatan wiraus usaha mikro dan kecil, maka

para pelaku an pendampingan dan

Kabupaten
sana Teknis

a Dinas Koperasi, usah Kabupaten

ran 2019. Keputusan Da program-

dorong peningkatan berdayakan
r mampu berdaya saing yroduk yang
ah Dalam

Pemerintah
ai berikut:

an Surat Izin
Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat

Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan
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Upaya peningkatan perekonomian di daerah dilaksanakan dengan
menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud
pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh
kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam
pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri. Perdagangan Nomor 36/M-
DAG/PER/PER/9/2007 tentang penerbitan ~surat izin usaha perdagangan,
sebagaimana telah " diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER//12/2011, tentang
perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
36/M-DAG/PER/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik = Indonesia = Nomor  37/M-
DAG/PER/PER/9/2007 tentang peyelengaraan pendaftaran perusahaan, maka dalam
melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan, sehingga
daerah mempunyai pedoman dalam tata. cara/pemberian izin.*’

Bapak Wendi Harianto, ST. selaku Kasi Pengawasan dan Bina Usaha
Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Peraturansdaerahsinisditerapkan sejak2015danydilaksanakan sampai
sekarang dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar
perusahaan diterapkan sejak tahun 2016 dan dilaksanakan sampai sekarang.
Peran Pemerintah Daerah dalam penerapan regulasi ini yaitu melaksanakan
apa yang diperintahkan dalam Peraturan Daerah. di Dinas Perindag, ESDM
berperan dalam menerbitkan rekomendasi SIUPTDP saja, apabila pengusaha

“"Penjelasan atas Peraturaan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penerbitan Surat I1zin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
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sudah memenuhi persyaratan dan akan diproses kemudian dikeluarkan
lembaran SIUPTDP nantinya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa di dalam Peraturan Daerah
Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar

perusahaan dan Peraturan Bupati Pi Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan

pelaksanaan Peraturan Daer Nomor 1 Tahun 2015 tentang

penerbitan surat izin u lakasana sampai sekarang.
4.2.1.1 Golongan S saha Perdagangan
Pasal 3 ayat
1. (2
1) ruf a, wajib

a lebih dari
ma puluh juta rupiah) ling banyak

ma ratus juta rupiah), ti an bangunan

2 ruf b, wajib
a lebih dari
anyak.
(3) Rp. 10.000.000.000 tanah dan
(4) SIUP Besar sebagaimana dima

sud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, wajib

dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari

“*Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh
peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 18
November 2019.
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Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.*®
Bapak Wendi Harianto, ST. ketika peneliti mewawancarai di Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang,

beliau mengatakan:

“Klarifikasi SIUP itu a
tergantung dari moc

P menengah dan SIUP besar, itu
menjalankan usaha.”

Berdasarkan vancara di atas plongan surat izin usaha

engenai pelaksanaan

elaku usaha yang telah anya. Bapak

kan bahwa:
an usaha, saya mengisi gkap terkait
ahaan, identitas pemilik, mo i

422

“pasal 3 Ayat (1), (2) & (3), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan
Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

*%\Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh
Peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 18
November 2019.

*'Mhd. Budiwanshah, Selaku Apoteker Penanggung Jawab, Wawancara oleh peneliti di
Bunayya Farma, 03 Desember 2019.
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Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha
mikro dan kecil memuat tentang persyaratan pemberian izin usaha mikro dan kecil,
prosedur pemberian izin usaha mikro dan kecil dan sanksi pada pelanggaran

ketentuan perundang-undangan.

Upaya Pemerintah Daerah ¢ memberdayakan usaha mikro dan kecil

melalui peraturan perundan an-kebijakan agar usaha mikro

Peraturan

015 tentang pemberia D dan Kecil
yaitu:
n permohonan UMK . ksud dalam

ruf a kepada Camat.

agai berikut:

a di lokasi usa

5) Mengisi Formulir yang memuat tentang :
1) Nama;
2) Nomor KTP;

3) Nomor Telephone;
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4) Kegiatan Usaha;
5) Sarana usaha yang digunakan dan
6) Jumlah modal usaha.

6) Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga.

Selanjutnya Camat/Lurah/Ke Desa yang telah diberikan pendelegasian

wewenang oleh Bupati/Wali aan berkas pendaftaran IUMK.
Jika berkas pedaftrarar ah memenuhi a menjadi dasar pemberian
IUMK. Oleh camat epala Desa. Berkas | ang telah disetujui maka
bar tersebut
usaha mikro
dan kec ui lebih lanjut mengen regulasi ini,

i lbu Hardianti Rahm usaha yang

mengatakan bahwa:
eng lir IUMK yang sudah
sega ta yang dlbutuhkan sepertl ju
a. Setelah itu ©

s maka jadila

formulir itu
dan bidang
lisetujui dan

4.2.3 Kabupaten
sana Teknis

Menengah
Pada dasarnya segala bentuk upaya Pemerintah Daerah harus didasarkan pada

peraturan perundang-undangan. Penetapan program-program Pemerintah Daerah

52pasal 8 Ayat (1) & (2), Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian
Izin Usahan Mikro dan Kecil.

**Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti
di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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dalam peningkatan wirausaha berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha
kecil dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan

menengah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2019 memiliki landasan Hukum,

diantaranya adalah:

1) Undang-undang Non entang Pertimbangan Keuangan

gaimana telah diubah e hir dengan
mor 9 Tahun 2015 Kedua atas

mor 23 Tahun 2014 han Daerah

Republik Indonesia Tahu , Tambahan
5679);
3) : i un 2005 Tentang Perimbangan

, Tambahan

4)

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4815);
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6) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaen Pinrang;
7) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-

pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang;

8) Peraturan Daerah Kabupate ang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan S
9) Peraturan Dae Upaten Pinrang 3 Tahun 2018 Tentang
atan dan Belanja Daere abupaten Pinrang Tahun
10) 3/DPA/2019
Dokumen Pelaksanaan as Koperasi,

engah Kabupaten Pinra 2019.%*

merintah Daerah Dinas si da Kabupaten

wirausaha, diantaranya ad

Penciptaan
naan, Koordi
na kendala y masih kura odal untuk

asih rendah

an di tingkat
dan inovasi

produk). Dengan adanya kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM

*Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Nomor
02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.
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ini diharapkan mampu memberdayakan UKM agar lebih berdaya saing dan skala
ekonomi di daerah bisa meningkat. Waktu pelaksanaan kegiatan ini bulan Januari s/d
Desember 2019 dilaksanakan di 12 Kecamatan di Kabupaten Pinrang.
4.2.3.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
1) Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu alternatif
dalam peningkatan terutama dalam pencapaian dan peningkatan kesejahteraan para
pelaku UKM. Penyelenggaraan kewirausahaan diselenggarakan untuk meningkatkan
kemampuan dalam mengelola usaha UKM, hal ini akan berdampak pada peningkatan
hasil usaha yang optimal sehingga terwujud UKM yang tangguh dan mandiri. Waktu
pelaksanaan Kegiatan ini yaitu di bulan Februari, April, Juni dan Agustus 2019 di
Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. selaku Kabid Koperasi dan UKM, Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Pelatihan kewirausahaan ini diajarkan.bagaimana memanage, menjual,
mendapatkan pembiayaan, mengakses pembiayaan, mengakses pembeli di
pasar. Diberikan pelatihan bagi kelompok usaha pemula dari lurah dan desa.
Saya harapkan itu yang.betul-betul memiliki usaha. 1 kelompok itu ada 20
orang, kalo 20 orang dikali dengan 200" kelompok berarti 4000 orang.
Kemudian 200 orang yang lolos proposalnya. Kita di’ Pinrang termasuk
penerima bantuan terbaik keduardari Bone,slebily dan hampir 1 Milyar bantuan
yang beredar.” >

Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga selaku Kasi Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Pinrang mengatakan:
“Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu Peran Pemerintah Daerah
dalam peningkatan wirausaha. Beberapa kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah yang juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Sul-Sel, itu
terkait dengan usaha pemula. Jadi, kemarin itu beberapa kelompok yang

Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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diminta untuk dibentuk, baru setelah itu diberikan pelatihan terhadap
wirausaha pemula. Jadi, wirausaha pemula diberikan pelatihan setelah itu
mendapat bantuan. Setelah kita berikan pelatihan dengan kerjasama
Pemerintah Provinsi, dia diberikan bantuan dengan syarat membuat proposal
seperti apa usahanya, berapa dia punya modal usaha, apa produknya dan
berapa perputarannya di dalam pengelolaan usahanya. Kemudian diajukan
disertai dengan dokumen-dokumen, nanti di Makassar yang menyeleksi. Kita
di sini menfasilitasi di Kabupaten untuk mencarikan kelompok-kelompok

56
usaha”.

Ibu Nelli Abubakar yang merupakan salah satu pelaku usaha Kue Kering

binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan:

“Banyakji kegiatan yang pernah saya ikuti salah satunya itu pelatihan
kewirausahan biasanya diadakan di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Pinrang, disuruhki datang ke situ hadiri kegiatan, di situ kita diajarkan
bagaimana pembuatan label, kemasan dl1.”°’

Hal senada juga dikatakan oleh“lbu Hardianti Rahman pelaku usaha Donat

Hias dan Tepung Kriwil saat peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

*Seringji kuikuti itu kegiatan pelatihan. pernah juga ikut tentang pelatihan
bagaimana itu pengemasan kemasan produk waktu masih donat hiasku yang
kukembangkan tapi sekarang beralihma kalo ada pertemuan, tepung kriwilku
yang mau lagi kukembangkan.”®

Ibu Kasmiati seorang pelaku usaha.Menjahit yang juga salah satu binaan

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang mengatakan:

¥Saya pernah ikut pelatihan kewirausahaan, di situ kami diajarkan bagaimana
meningkatkan keterampilan dalam menjahit.”

Berdasarkan hasily wawancara: di» atas bahwa dalam kegiatan pelatihan

kewirausahaan, para pelaku usaha 'diajarkan untuk meningkatkan keterampilan

*®Dra. Hj. Sumarni Menga, Kasi Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM, Wawancara oleh
peneliti di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten'Pinrang, 20 November 2019.

"Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawitto, 12 Desember 2019.

®Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti
di Kecamatan Watang Sawitto,12 Desember 2019.

%Kasmiati, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto,
12 Desember 20109.
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dengan diberikan pelatihan sesuai dengan bidang usaha masing-masing pelaku usaha.
Setelah diberikan pelatihan, pelaku usaha mengajukan proposal beberapa dokumen-
dokumen sebagai persyaratan mendapat bantuan dari pemerintah.

4.2.3.3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM

1) Sosialisasi Dukungan Inform ediaan Permodalan

Sektor usaha mikro iliki kontribusi besar terhadap

perekonomian. Sebag a kita ketahu an strategis UMKM telah

ggi. Namun

dalam ihadapi oleh
pelaku la usahanya diantarany. . Salah satu
upaya p berikan pengetahuan te a mengakses

memperoleh bantuan aha dengan

sialisasi dukungan informa permodalan.

ber 2019 di

ha kecil, ada
sa, Angkasa
Pura, itu ada untungnya di bagi-I %i kepada masyarakat sebagai Dana bergulir

dipinjamkan kepada masyarakat.”

Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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Hal Senada juga dikatakan Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga selaku Kasi Dinas
Koperasi dan UKM ketika peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Pinrang, beliau Mengatakan:

“Jadi kita di sini memfasilitasi pelaku usaha UKM untuk bisa mengakses
dana, kita menfasilitasi ada dari Tonasa, Angkasa Pura maupun BUMN-
BUMN yang lain.”®

Bapak Drs.H. Musli

pelaku usaha Kangen Water

mengatakan:
“Saya perna
dana dari pe

atan ini, di sini ki n bagaimana mengakses

mengatakan

bahwa:

mengatakan

bahwa:

egiatan tentang permod

kegiatan itu
engakses modal.”®* )

N bahwa:
ang, di situ
embangkan

%2Drs.H. Muslimin, M.Pd., Pelaku
Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

saha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di

®Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawitto, 12 Desember 2019.

*Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti
di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

%Kasmiati, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto
Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam kegiatan sosialisasi
dukungan penyediaan informasi dan permodalan para pelaku usaha yang termasuk
binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang diajarkan bagaimana cara

mengakses dana atau mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah setempat.

2) Koordinasi Penggunaan Dane intah bagi Usaha UMKM

Penguatan permoda kecil dan menengah sangat
diperlukan karena masalahan se i, banyak pelaku usaha
terkendala dalam permodalan. i endanaan yang telah disalurkan

balian dana

berguli . Maka dari
itu pe kegiatan koordinasi p erintah bagi
usaha enengah untuk menget yang telah

erkembang serta dana ecara tepat.

di bulan Januari s/d Desem atan Watang

tika peneliti

] operasi dan

di Dinas Koperasi ¢ aten Pinrang, X
an koordinasi_pe an.dana intah ini n langsung
itoring peﬁ‘ﬂﬁ S irﬁrﬁat bantua mengetahui

beliau, dan

mengatakan bahwa:
“Setelah dapat bantuan, beberapa bulan kedepan itu pemerintah turun
langsung, natanya-tanyaki tentang perkembangan usahata setelah mendapat
bantuan.”®’

%Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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Ibu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan

bahwa:

“Kalo pemerintah datang itu nda terlalu seringji tergantung dari jadwal

programnya. Itu kalo datang diggtanya—tanya ki bagaimana perkembangan

usaha setelah menerima bantuan.

Selanjutnya Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan

mengatakan bahwa:

“Nda terlalu sering bertanya tanya ji bagaimana

ji tentang

koordinasi

bagi usaha mikro, keci erintah turun

ng perkembangan usah yang pernah

Kecil dan

Menengah
afi\n induﬁ Arrn Egp 'ﬂdﬁiEecfil dan i menengah
nggai dan UKM

Drs. H. Muslimiin, M.Pd. Pelaku
Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di

®8Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawitto, 12 Desember 2019.

%*Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti
di Kecamatan Watang Sawitto,12 Desember 2019.

"Kasmiati, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di rumahnya, 12 Desember
2019.
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Kabupaten Pinrang guna untuk memberikan pengetahuan dalam mengelola usahanya.

Kegiatan ini dilaksanakan di bulan Juni, Juli, Oktober dan November 2019 di

Kecamatan Watang Sawitto.

Bapak Drs. Muh Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti

mewawancarai di Dinas Koperasi dan' UKM. Kabupten Pinrang, beliau mengatakan:

bahwa:

bahwa:

“Dalam kegiatan ini_kita memberikan pembinaan kepada industri rumah
tangga seperti pelatihan, Kita panggilkan. narasumber yang memiliki
keterampilan tentang yang mau diajarkan seperti misalnya pelatihan membuat
kue donat. Kenapa perlu pelatihan? Supaya ada pengetahuan tentang
bagaimana rasa donat yang seharusnya, kemudian diajarkan membuat donat
supaya bisa bertahan beberapa hari, 2 hari sampai 3 hari. Kemudian kita juga
ajarkan bagaimana cara memasarkannya supaya laku terjual melalui online. di
Pinrang sekarang ini rata-rata kalo mau makan donat tinggal pesan online
artinya sudah ada peningkatan, baik itu peningkatan produksi. Jadi,
implikasinya ini adalah outcome-nya dari pelatihan itu tadi dia sudah memiliki
kemampuan untuk menjual online karena itu juga tadi tidak kalah pentingnya
dengan adanya pelatihan ini adalah keterampilan semakin bertambah mulai
dari rasa donat yang dibuat dan mulai disenangi orang, yang tadinya hanya
memb;iat 1 liter sampai 3 liter terigu donat perhari sekarang ini sudah 10
liter.”

lbu Nelli Abubakar ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan

“Beberapa kalima ikuti/ini kegiatan. Di sini diajarkan bagaimana cara
mengelola usaha, kita’juga diajarkanbagaimana cara peningkatan usaha
dengan mendatangkan pembicara'dari luar.”"?

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan

“Kalo kegiatan pembinaan mdustri rumah tangga seringka dulu ikut waktu
masih usaha donat hiasku di situ diajarkan ki bagaimana cara membuat donat
dengan baik, cara memasarkannya tapi sekarang semenjak beralihka, usaha
tepung kriwil jadi jarangma ikut kalo Nanas Donat yang jadi pelatihnya, karna

"Drs. Muh. Arifin H., M.Pd, Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

Sawitto,

?Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
12 Desember 2019.
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kan ceritanya kayak nda nyambungi dengan usahaku tapi kalo pelatihnya dari
luar, kayak pelatihan bagaimana pengemasan yang baik, cara memproduksi
cara pemasaran yang baik itu pasti datangka.”"®

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam kegiatan pembinaan indutri rumah
tangga, Industri kecil dan menengah, para pelaku usaha diajarkan bagaimana
memproduksi, memasarkan produk dengan baik dengan menghadirkan narasumber
dari luar untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku usaha untuk
meningkatkan usahanya.

4) Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM

Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat membutuhkan sarana untuk
mempromosikan hasil karya atau produk yang mereka hasilkan seperti pameran.
Pameran merupakan salah satu sarana untuk mempertunjukkan karya atau produk
yang dihasilkan oleh para pelaku usaha untuk dikomunikasikan pada khalayak
sehingga diketahui oleh masyarakat secara luas. Pameran ini merupakan salah satu
upaya pemerintah dalam membantu dan menfasilitast pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dalampmemasarkan produk-dan jaringan usaha. Kegiatan ini
dilaksanakan di bulan Februari, Juli.-dan Oktober 2019.

Bapak Drs. Muh. Arifin H.;;M.Pd. Kahid Koperasi dan UKM ketika peneliti

mewawacaral di Dinas Keperasi dan WUKMyKabupatersRinrang, beliau mengatakan:

“Ini pameran pernah*dilaksanakan' @i “tingkat Nasional di Purwakerto,
Bulukumba. Kita bawa itu hasil produksinya pelaku usaha ke pameran. Kalo
pemeran tingkat Kabupaten Pinrang itu kita bikinkan lapak secara gratis,
seperti kemarin kita membuka lapak khusus untuk kuliner, ini kemarin
diadakan di pelataran Masjid Almunawir. Tidak membayar sepeserpun untuk
mempromosikan jajakannya dengan itu penghasilannya bisa bertambah.
Mungkin tetap buka usaha juga di rumahnya, buka juga lapak. Jadi,
pengunjung dari luar bisa cari makanan khas Pinrang di lapak itu, mulai dari
karasa, bolu cukke, pokoknya makanan tradisional ada semua di jual di lapak,

"®Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti
di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.



48

kalo tahun ini khususnya di Kecamatan Watang Sawitto belum ada kita kasi
masuk untuk ikut pameran-pameran di tingkat Nasional.”"

Ibu Dra. Hj. Sumarni Menga selaku Kasi Dinas Koperasi dan UKM, ketika
peneliti mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau

mengatakan:
“Ada juga pameran-pameran
itu di tingkat Provinsi,
Dinas Koperasi da
kita ikut. Yang ki

erajinan pelaku usaha UKM, pamerannya
juga tingkat Nasional. Jadi, partisipasi
ng terhadap pameran-pameran,
duk pelaku usaha UKM.”"

Bapak Drs. ewawancarai beliau, dan

mengatakan

bahwa:

ut pameran kue kering )awa itu kue
tingkat Kabupaten.”7

n ketika peneliti mewa ic mengatakan

bahwa:

en. Sekarang
suruhka urus
kalo tepung

PAREPARE

neliti di Dinas
Koperasi

"®Dra. Hj. Sumarni Menga, Kasi Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang,
Wawancara oleh peneliti di Dinas Koperasi dan UKM, 20 November 2019.

®Drs. H. Muslimin, M.Pd. Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di
Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

""Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawitto, 12 Desember 2019.

"®Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti
di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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Ibu Kasmiati ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:
“Hasil produksiku belum pernah ikut pameran.”"

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa produk yang dihasilkan para
pelaku usaha yang termasuk binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang

belum semuanya ikut di Pameran-pam baik itu pameran yang diadakan di tingkat

Kabupaten maupun di tingkat
43  Hasil Evaluasi merintah Daerah Dalam
aha di Kabupaten berdasarkan Analisis
431

fokus pada“regulasi te tah Daerah
dalam ¢ 3 a di Kabupaten Pinrang i liti mencari

tahu ba i Regulasi-regulasi yan intah dalam

an Surat Izin
Perdagangan da uran Bupati
Nomor 35 g ) : N Peraturan

rbitan Surat

roperda dan
Prolegda. Properda membuat program pembentuk Peraturan Daerah. pada tahap
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah

(Gubernur atau Bupati/Walikota) atau DPRD disertai dengan Naskah Akademik.

"®Kasmiati, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto,
12 Desember 2019.
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Dalam proses pembentukan perundang-undangan Naskah Akademik merupakan
bahan awal bagi perancangan suatu Rancangan Undang-undang, Peraturan Daerah
juga harus didahului dengan Penyusunan Naskah Akademik dengan adanya Naskah

Akademik diharapkan akan memudahkan para perancang untuk membuat perumusan

Undang-undang.
Bapak Andi Sadiki Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Pinrang me

ali dengan pemb

skah Akademik. Naskah
g.dari pra an aturs

n perundang-

diaw.

Perdagangan
ketika Energi dan

Sumbe
‘ Akademik.

duk Hukum

dibahas oleh
dan Kepala Daerah u apat persetujuan ber P2

PAREPARE

8Andi Sadikin, S.H., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di
Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang,, 21 November 2019.

8\Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh
peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 13
Desember 2019.

82Hj. Faridah, S.P., S.H., Kepala Sub Bagian Produk Hukum Sekretariat DPRD, Wawancara
oleh peneliti di Sekretariat DPRD kabupaten Pinrang, 13 Desember 2019.
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1) Proses Penerapan

Rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Apabila Peraturan Daerah sudah terbit
kemudian dilakukan penyebarluasan kepada masyarakat.

Bapak Andi Sadikin; S.H. selaku Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pinrang

mengatakan bahwa:

“Setelah penerbitan Peraturan Daerah ini. kemudian disebarluaskan bahwa
ada-Peraturan Daerah.yang:-harus dijalankan:"**

Bapak Wendi Harianto, ST. Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan
ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan

Sumber Daya Mineral kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Begitu Peraturan Daerah terbit. Disebarluaskan bahwa ada Peraturan Daerah
ini. itupun misalnya di dalam Peraturan Daerah ada tertulis di situ bahwa
aturan ini perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Hukum Bupati, jadi
dibuatkan lagi Peraturan Bupati Pinrang Nomor 35 Tahun 2016 tentang
peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun
2015 tentang penerbitan_surat izin_usaha perdagangan dan tanda daftar
perusahaan. Misalnya dalam Peraturan Daerah itu harus dibuatkan persyaratan
SIUPTDP. Peraturan Bupati‘ini yang menjelaskan secara teknis dari Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan
dan tanda daftar perusahaan.”®

Peraturan Daerah'RinfangtNomord Tahuri20L5 tentang penerbitan surat izin
usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor
35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan dan tanda

8Andi Sadikin, S.H., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di
Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, 21 November 2019.

#Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh
peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 13
Desember 2019.
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daftar perusahaan dalam penerapannya kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan

usahanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

Pendaftaran SIUP baru

Mengisi formulir Permohonan SIUP dengan materai secukupnya ;

Fotocopy akta notaris pendiri perusahaan ;
Fotocopy akta peruba
Fotocopy sura pengesahan ba Perseroan Terbatas dari

dan Hak Asasi Manusis

ta tanah lokasi;
usaha;
ari pemohon SIUP tentang | saha aan ; dan

x4cm(4le

aterai secuk

Foto pengguna atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm (4
lembar).
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemohon mengajukan berkas permohonan di unit pendaftaran ;

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



53

Unit pendaftaran menerima kelembagaan berkas pemohon, berkas yang
lengkap akan diberikan tanda terima berkas selanjutnya yang tidak lengkap
akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ;

Verifikator mengadakan validasi dokumen dan input data. Jika dinyatakan

valid berkas pemohon diser da tim teknis;

Tim teknis menga an lapangan dengan membuat
Lapangan ila: 1) dinyatakan layak,
anjut yang dituangkan komendasi tim teknis; 2)

isertai surat

kan rekomendasi besert

n input data teknis da

lenggara perizinan dan

enyelenggara pelayanan n perizinan

an otoritas d

sub bagian proses lebih

leh operator en izin;

DPMPTSM“EP*HEIZM

izin pada unit pemgambilan lzin.

Pemohon melakukan pengambila

Jangka waktu penyelesaian pengurusan surat izin usaha perdagangan yaitu

selama 2 hari. Setelah surat izin usaha perdagangan jadi pemohon akan dihubungi
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oleh petugas dan pemohon sudah bisa datang ke Kantor tempat mengurus surat izin
usaha perdagangan untuk mengambilnya.
4.3.1.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin

Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang pemberian izin usaha
mikro dan kecil adalah aturan mengenai pemberian izin usaha mikro dan kecil. Tanda
legal kepada pelaku usaha tertentu dalam bentuk satu lembar, maka setiap usaha
harus memiliki izin secara legal. Pengurusan izin usaha mikro dan kecil lebih
sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

Bapak Drs. Muh Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti

mewawancaral di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

*Kita menyarankan itu bagaimana memberikan izin usaha kepada pelaku
usaha pemula itu masing-masing di Kecamatan bahkan di Kelurahan bisa
mengurus izin usaha dengan membawa KK dan KTP dikasi surat keterangan
bahwa si A memiliki usaha membuat kue, ini bisa dipakai untuk
mempermudah mengakses modal KUR. Di Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Pinrang pelaku usaha diberi kemudahandengan kebijakan bahwa
kalo ada surat keterangandari Lurah sudah diterima sebagai izin usaha supaya
para pelaku usaha yang .ingin meningkatkan usahanya lebih gampang
mengakses pembiayaan yang penting dari pihak tertentu mau menerima,
misalnya mengakses'modal dari Angkasa Pura yang penting Angkasa Pura
mau menerima.”®

1) 'Proses Penerapan
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin
Usaha Mikro dan Kecil dalam penerapannya kepada pelaku usaha yang ingin
mendaftarkan usahanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Penagantar dari Lurah/Kepala Desa di lokasi usaha ;

%Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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b. Kartu Tanda Penduduk ;
c. Kartu Keluarga ;
d. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar ;

e. Mengisi Formulir yang memuat tentang :

e Nama;

e Nomor KTP;

ahm a.%
- ratan sudah legkap ar,
an IUMK bagi pelaku ng
i usaha tidak dikenakan u pu
: ang dilakukan oleh pelaku UKI

, maka Cam

amat akan

kan. Dalam
Namun, jika

) melanggar

ak mencabut
IUMK. ini ti hk aktu yang la gantung dari

mengatakan

R/\Ecarai belia

bahwa:
‘ RT atau RW
terkait lokasi usaha, KTP, melampirkan foto, dan mengisi formulir

TUMK. 5,87

%pasal 8 Ayat (1) & (2), Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian
Izin Usaha Mikro dan Kecil.

% Hardianti Rahman, Pelaku usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh peneliti
di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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4.3.1.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha dan Kecil Menengah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Keputusan Kepala Dinas dib perdasarkan usulan-usulan tentang apa

yang dibutuhkan para pe dalam meningkatkan usahanya.

Keputusan ini berlak anuari sampai Desember.

sebagaimana yang d oleh Drs. Muh Arifi .Pd. Kabid Koperasi dan

UKM K
“Surat keputusan i c arka gan melihat
masyarakat
ngan tujuan

membantu pelaku usaha :
di daftar isian progra

ataupun masalah yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Kemudian pihak Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang memberikan usulan untuk mengatasi masalah

tersebut dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Dinas

Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang dengan mengurus terlebih dahulu izin usaha
dengan itu juga mempermudah mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.
Proses dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam

peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang jika dikaitkan dengan Nilai-nilai

Hukum Ekonomi Islam, antara lain:
1) Nilai Ketuhanan (Ilaf

Tauhid merup: dari setiap ak dupan manusia. Keyakinan
g seperti ini, akan mele aktivitas yang memiliki

ai parometer

emerintah Daerah dal ingka irausaha di
untuk meningkatkan i ten Pinrang
jahterakan masyarakat : dasan yang

auhid. Hal ini sesuai deng ang telah di

dalah Tuhan
n tidak pula

epada seseorang,

bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada

®Mursal, Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatf Mewujudkan
Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015, Vol. 1, No.1, Maret 2015,
h. 77.

%K ementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Al-
Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 604.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



58

Allah Swt. karena apapun yang dimiliki seseorang, semuanya akan kembali kepada
Allah Swt.
2) Nilai Keadilan (al-4d’l)

Proses pembuatan dan penerapan dari regulasi-regulasi tentang Peran

Pemerintah Daerah dalam peningka ausaha di Kabupaten Pinrang merupakan

perencanaan yang dilakukan abupaten Pinrang yang bertujuan

untuk memudahkan p U usaha di Kabu ang dalam meningkatkan

erutama dalam mempermudah pelaku usaha mendapatkan

dan penerapan dari tang Peran
an Peran Pemerintah d

gai tanggung jawab i rah  dalam
at. sebagaimana yang dianj

u amanah. Fi S. Al-Mu’m

-

Lo o .
DRSS

PAREPARE

Ayat di atas mengandung makna bahwa amanat adalah hal besar yang harus

dipertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang tidak dipertanggungjawabkan jika

'Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Al-
Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 342.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



59

memikul amanat, maka harus dituntaskan dengan sebaiknya untuk memenuhi
tanggung jawab yang di pikul.
4) Nilai Pemerintahan (al-Khalifah)

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam

secara keseluruhan. Sebagaimana te ahui bahwa tujuan ekonmi Islam adalah

mencapai falah yang direali isasi maslahah. Oleh karena itu,

akat. Secara umum tujuan

agi seluruh masyarakat.

rapkan mampu men aha dalam

n (al-Ma’ad)

asi-regulasi tentang Pera erah dalam
ilai Hukum

nnya sesuai

Peraturan Daerah mengenai peningkatan wirausaha. Dalam penelitian ini akan

%?Hagqigi Rafsanjani, Peran Pemerintah dan aturan Al-Qur’an, Jurnal Masharif Al-Syariah,
Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah, Vol.2. No. 2. 2017, h. 6.
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diketahui penggambaran dari Regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam
peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang.
4.3.2.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat 1zin

Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Bupati

Pinrang Nomor 35 Tahun entang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Pi 015 Tentang Penerbitan Surat

perusahaan
eroleh Surat
Izin Us IUP) yang diterbitkan perusahaan

dan ber ah Indonesia.

rdagangan dikeluarka eme Daerah dan

usaha perseorangan maup laku yang telah

m. Surat izin k hanya dib
saja melain
dapatkan pe

habis maka dilakukan pendaftaran ulang. Ada beberapa manfaat dari Surat lIzin

oleh usaha

usaha yang

tah. Hal ini
atan usaha di
un ditempat

SIUP) telah

Usaha Perdagangan (SIUP), yaitu:

1)  Sebagai perizinan resmi dari pemerintah bagi badan usaha perdagangan
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Dengan adanya perizinan resmi dari pemerintah berarti usaha yang dialankan
sudah memiliki perlindungan hukum. Jika ada penertiban usaha liar atau jika
ada kasus hukum yang menyangkut legalitas usaha maka usaha anda selamat

karna memiliki legalitas dari pemerintah.

2)  Syarat utama dalam kegiata enunjang usaha

Jika seorang pelak 1. pinjaman modal usaha di Bank

maka seorang aha membut Izin Usaha Perdagangan

persyaratannya.

3)
mendukung
r yang hendak dilakuka
to, ST. Kasi pengawas ina perdagangan
ketika rai di Dinas Perindus rdag Energi dan

upaten Pinrang, beliau men

ran Daerah inj i terlaksan ahun 2015 sa karang.”%*

Sekretariat Kabupaten
iat Daerah en Pinrang,
beliau kan :
an DaeraMthE MH‘En pada ta 24 Juni 2015
g Se rang Nomor
Kabupaten

%Dyah Ikhsanti Manfaat SIUP untuk Usaha Anda dan Cara Membuat SIUP,
https://aturduit.com. (29 Desember 2020).

%Andi Sadikin, S.H., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di
Sekretariat Daerah Kabupaten Punrang, 21 November 2019.
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Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha
Perdagangan dan tanda daftar perusahaan ini terlaksana sejak tahun 2016.”%

4.3.2.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian lzin
Usaha Mikro dan Kecil

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berupaya untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi berdayaan terhadap usaha mikro dan

kecil. Pemberdayaan terh ecil yang dimaksud adalah

memberikan izin usa pelaku usaha mik il secara sederhana dengan
melalui penerbitan.izin dalal : ar, naskah sa bar tersebut

a mikro dan

kecil g Nomor 51
Tahun ian izin usaha mikro d belaku usaha
mikro dapatkan kepastian da m berusaha,

untuk pengembangan kemudahan

e lembaga keuangan Bank da

Kebijakan i kini mampu

embang. Pe

tahun 2015 sam

Drs. MthrA RIEM(RoEaSi dan

®Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh
peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang,
21 November 2019.

%Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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Ada beberapa keuntungan memiliki 1zin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
antara lain:
1) Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan

lokasi yang sudah ditetapkan;

2) Mendapatkan kemudahan d berdayaan baik dari pusat, provinsi
maupun dari daerah;

3) al iyaan ke berbagai lembaga

4) ih besar;
5) ' oL ang dimiliki

ungjawabkan secara hu

6) laku usaha UKM un hingga bisa
ajuan usahanya;

7) aripada bisnis UKM yang t emili K.
4.3.2.3 ecil dan Me Kabupaten
Nomor 02 etapan Pejabz sana Teknis
n (PPTK) , Usaha Kec Menengah

ten PinrarPI’Aun!rmn E

m IS program-

abupaten Pinrang
dalam rangka untuk meningkatkan wirausaha yang ada di Pinrang. Program-program

tersebut dilaksanakan selama 1 tahun mulai bulan Januari sampai Desember 2019

’Eril Obeit Choiri, Pentingnya memiliki lzin Usaha Mikro Kecil (IUMK),
https://www.jurnal.id/idblog/2018-pentingnya-memiliki-izin-usaha-mikro-kecil-iumk-bagi- umkm di-
indonesia/. (24 November 2019).
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dengan rincian kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Program penciptaan Iklim
UKM vyang Kondusif yang memuat kegiatan perencanaan koordinasi dan
Pengembangan UKM, (2) Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah yang memuat kegiatan peyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan, (3) Program pengemk istem pendukung usaha bagi UKM yang

memuat kegiatan sosialisasi nyediaan permodalan, koordinasi
penggunaan dana pen araan pembinaan Industri

rumah tangga ecil dan Indutri menengah, dan Penyelenggaraan promosi

erasi dan UKM kabupat
ini ada berbagai progr
ksanakan mulai bulan

peningkatan
ember 2019

an Kepala Dinas Kope menengah
Nomor 02 Tahun 2 pan Pejabat
egiatan (PPTK) pada Di a kecil dan
inrang Tahun an n 2019.
ntang Peran Pemer aerah dalam
a dikaitkan Nilai-nilai
Hukum

peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang merupakan penguraian secara jelas dari
regulasi-regulasi tersebut. Hal ini, bisa memudahkan dalam memberikan pemahaman

mengenai regulasi-regulasi yang diterapkan Pemerintah Daerah. Terkait dengan nilai

%®Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, wawancara oleh penulis di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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Ketuhanan bahwa semua pekerjaan atau aktivitas dalam Islam termasuk dalam
memberikan pemahaman harus tetap dalam bingkai akidah dan syariah ( hukum-
hukum Allah Swt.) artinya, usaha yang dilakukan oleh seorang muslim harus

diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Swt. dengan penuh keikhlasan,

kesabaran dan Isti’anah (memoh gan Allah Swt.), sedangkan aktivitas

ekonomi dalam bingkai s [lah Swt.), maksudnya dalam
melakukan aktivitas n diri dengan Al-Qur’an

dan Al-Hadits.*®

2)
sosial yang
harus d Si k terjadi keseimbangan t. maka dari
itu, de baran dari regulasi-re Pemerintah
Daerah i irausaha di Kabupaten ang | penguraian
secara | engan nilai keadilan agar ti rjadi angan dalam
memah: i ebut.
3)
aerah dalam
pening uraian dan
memb uatan dari
regulasi-regulasi tersebut. sebaga anjurkan dals al al-Nubuwah

%Abd. Rahim, Khalifah dan khilafah menurut Al-Qur’an. Jurnal studi Islamika, Vol.9. No.1
Juni 2012;1953, h. 1.
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(kenabian) vyaitu tabligh (komunikatif), sifat ini diperlukan terutama dalam
menumbuhkan sifat profesionalisme dalam menjalankan tugas amanah.*®
4) Nilai Pemerintahan (al-Khalifah)

Umat Islam tidak dapat dipisahkan dari masalah kepemimpinan. Hal ini bukan

hanya disebabkan karena kepemim merupakan suatu kehormatan besar,

tetapi juga memegan p peranan dalam memberikan

pemahaman mengeng uatan yang t g dalam Regulas-regulasi

tentang Peran Pe Daerah dalam i Kabupaten
bagi pelaku
usaha
5) au K n (al-Ma’ad)
bar regulasi-regulasi ters t pemerintah
Daerah peni irausaha di Kabupaten tida ggar aturan
bahkan ada ini, masyarakat khususnya usah mengetahui

uan dibentuk i- ebut.

15 Tentang P an Surat Izin

anda Daftar

Perusahaan

"%Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan

Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hal. 13.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar perusahaan dan Peraturan Bupati Pinrang
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penerbitan surat izin usaha dan tanda daftar

perusahaan, berikut pelaku usaha mendaftarkan usahanya khususnya di

Kecamatan Watang Sawitt

tak di Jalan Abdullah,

long kecil dan bidang u i angan eceran
Apotik waktu mend
otocopy KTP, fotocop

surat tanah,

angguan, fotocopy 1M pernyataan
a dll. Proses pembuatannya salah itu nda
aru selesai dan biaya admini i al. Manfaat
adanya SIU 1 nanti ingin

kan peminja

2)

sudah lama
di Jalan A.

Bapak H. Mustari selaku pemilik Toko Harapan sewaktu peneliti

mewawancarai beliau di rumahnya, beliau mengatakan:

01\phd. Budiawanshah, selaku Apoteker Penanggung Jawab, wawancara oleh peneliti di
Bunayya Farma, 03 Desember 2019.
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“Bidang usaha saya itu bengkel khususnya itu press ban dan tergolong kecil
persyaratan mendaftarkan usaha yang diperlukan itu dokumen-dokumen
seperti fotocopy KTP, fotocopy NPWP, fotocopy surat tanah, fotocopy surat
izin gangguan, fotocopy IMB lokasi usaha, surat pernyataan tentang lokasi
usaha dll. Biaya administrasinya tidak memberatkan dan prosesnya tidak
terlalu lama. Dengan adanya SIUP ini artinya usaha kita jalankan
mendapatkan perlindungan hukum dan juga SIUP ini adalah salah satu
persyaratn ketika ingin meminjam:modal di Bank.”'%?

4.3.3.2 Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin

Usaha Mikro dan Kecil

Berdasarkan / Peraturan Bupati Pinrang Nomor 51 Tahun 2015 tentang
pemberian izin usaha mikro dan kecil, berikut nama-nama pelaku usaha yang telah
mendaftarkan usahanya khususnya di Kecamatan \Watang Sawitto, antara lain:

Ibu Hardianti Rahman ketika peneliti mewawancara beliau, dan mengatakan

bahwa:

*Dalam pengurusan IUMK itu yang diperlukan hanya kartu tanda penduduk,
kartu keluarga, foto ukuran 4 x 6 cm (2 Lembar), dan mengisi formulir yang
telah disediakan. Pengurusannya ini tidak lama, Sehari bisa selesai. Usaha
saya ini tergolong kecil dan nama kelompok usaha saya itu “MATAHARI”.
salah satu manfaat paling utama dengan memiliki IUMK itukan memudahkan
kalo ingin mendapat bantuan dari pemerintah.”*

Hal senada juga dikatakan-oleh Ibu Nelli Abubakar, beliau mengatakan:

*Pengurusan I[UMK  ini hanya membutuhkan kartu tanda penduduk, kartu
keluarga, foto ukuran 4 x 6 cm (2 Lembar), dan mengisi formulir yang telah
disediakan. Prosesnya. kemarinpitumsebentar® ji di Kantor Camat, tapi
sebenarnya tergantung“dart Camat ‘kalo” Camatnya keluar, kita menunggu
karna harus ditandatangani oleh Camat. Usahaku ini tergolong kecil dan nama
kelompok usahaku “KARTINI” khusus memproduksi kue kering.”**

1921 Mustari, Pemilik Toko Harapan, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawitto, 03 Desember 2019.

1%Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh
peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

1%Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawittto,12 Desember 2019.
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4.3.3.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Keputusan Ke s Koperasi, usaha kecil dan menengah

Kabupaten Pinrang Nomo Penetapan Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPT. as Koperasi, dan menengah Kabupaten
Pinrang tahun angg berikut nama-nama p telah mengikuti
aten Pinrang

ara lai

gan Kewirausahaan da gula etitif Usaha

tihan Kewirausahaan
r ketika peneliti mewawan elia mengatakan

bahwa:

kewirausahaan ya
bel dengan benar,

peroleh itu,
dll.”105

lanti Rahman, bel

pun tepung

“Dari kegiatan ini yang saya
meningkat.”"’

selalu ikuti keterampilan menjahitku

195Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawitto, 12 Desember 2019.

%8 ardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh
peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa perolehan dari pelaku usaha yang
telah mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan itu mereka lebih paham mengenai
pembuatan label produk dan cara pengemasan produk dengan baik serta bagi pelaku

usaha menjahit, keterampilan mejahitnya meningkat dengan mengikuti kegiatan

pelatihan kewirausahaan ini.
2) Program Pengemba aha bagi UMKM

Sosialisasi Du

............ akses modal
2108

akan oleh Ibu Hardianti

an bagaimana mengak
saya tau cara mendap

I Abubakar, beliau mengata
i kegiatan ini

mengajukan
ha, identitas

PAREPARE

107K asmiati, Pelaku usaha Menjahit,
12 Desember 2019.

ancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto,

1%prs. H. Muslimin, M.Pd., Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di
Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

1%Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh
peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

1ONelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan
Watang Sawitto, 12 Desember 2019..
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“Yang saya peroleh dari kegiatan ini yaitu tata cara mendapatkan bantuan dari
pemerintah dengan mengajukan proposal.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa perolehan dalam kegiatan
sosialisasi dukungan penyediaan informasi dan permodalan para pelaku usaha
mengetahui cara mengakses modal dan cara mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Hal ini sangat mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya.

e Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah

Bapak..Drs.. H..Muslimin, M.Pd. Kketika. peneliti_mewawancarai beliau, dan

mengatakan bahwa:

*Saya pernah dapat bantuan berupa tang. Itu saya gunakan untuk membeli
perlengkapan dalam mengelola“usaha saya dan usahaku sudah meningkat.
setelah mendapat bantuan pemerintah datang memonitoring perkembangan
usaha”.'*?

Ibu Nelli Abubakar seorang pelaku usaha Kue Kering, beliau megatakan:

#Saya pernah mendapat bantuan berupa 1 buah open besar. Setelah adanya
bantuan ini, lumayan berkembang usahaku, jam kerja berkurang, dan
bertambah juga produksinya. Pemerintah itu datang mensurvei bagaimana
perkembangann%/a setelah-mendapat-bantuan dan Alhamdulillah ini sudah

berkembang”."*

Ibu Hardianti Rahman seorang pelaku usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil,

beliau mengatakan:

“Ini saya pernah’' medapat | bantuan . bertpas uang saya pergunakan itu
meningkatkan.usahaku...2 _ Kalima.dapat. Dantuan, yang pertama itu
Rp. 8.500.000,- waktu masih usaha donat hiasku kalo yang kedua kalinya
Rp. 12.500.00,- ini waktu dapatka bantuan tepung kriwilku mi langsung
kukembangkan. Uang bantuan itu saya pergunakan membeli peralatan-

asmiati, Pelaku Usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang
Sawitto, 12 Desember 20109.

Y2prs. H. Muslimin, M.Pd., Pelaku Usaha Kangen Water, Wawancara oleh peneliti di
Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

3Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan
Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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peralatan yang digunakan dalam menjalankan usaha dan sekarang usaha
tepung kriwilku sudah ada peningkatan. setelah itu pemerintah turun
mensurvei bagaimana perkembangannya.”**

Ibu Kasmiati seorang pelaku usaha menjahit, beliau mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendapat bantuan 1 mesin jahit itu saya pergunakan sebagai
mesin tambahan dalam menjalankan usaha saya dan sekarang saya sudah buka
kursus dan saya juga sudah mempunyai usaha menjahit di daerah lain. Setelah
mendapat bantuan Pemerinte emonitoring perkembangan usaha.”**

Berdasarkan hasil a dalam kegiatan koordinasi

penggunaan dana pe gi usaha mikro, nenengah pemerintah turun

mbinaan Industri Rum i kecil dan

ketika peneliti mewa mengatakan

bahwa:
! mengikuti i ini saya lebi rkan produk
gelola usaha

dianti Rahm i belia mengatakan

egiatar g/ﬂ AUR EaPJRrEEIebih pah: aimana cara

M4Hardianti Rahman, Pelaku Usaha D
di Kecamatan Watang Sawitto,12 Desember 2019.

at Hias dan Tepung Kriwil, wawancara oleh peneliti

13K asmiati, Pelaku usaha Menjahit, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan Watang Sawitto,
12 Desember 2019.

Y8Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan
Watang Sawitto, 12 Desember 2019.

" ardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh
peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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Berdasarkan hasil wawancara di atas perolehan dalam kegiatan pembinaan
indutri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah pelaku usaha lebih paham
bagaimana mengelola usaha dengan baik dan memasarkan produk sehingga

mendukung dalam peningkatan usahanya.

e Penyelenggaraan Promosi P
Ibu Nelli Abubaka carai beliau, dan mengatakan

bahwa:

“Kue kering i uti pameran ini.”**®

bisa dikenal

wawancara di atas i a kegiatan
Penyele : roduk UMKM ini bisa alan produk
k UKM bisa

ahukan atau

ran Pemeri aerah dalam

peningk i i K ate a dikaitkan Nilai-nilai

Swt. di muka bumi, maka ia wajib tolong-menolong dan saling membantu dalam

18Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di rumahnya, 12
Desember 2019.

"Hardianti Rahman, Pelaku Usaha Donat Hias dan Tepung Kriwil, Wawancara oleh
peneliti di Kecamatan Watang Sawitto, 12 Desember 2019.
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melaksanakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah
Swt.'® Berkaitan dengan perolehan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah
Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan nilai

ketuhanan, hal ini dikarenakan perolehan dari regulasi-regulasi tersebut memudahkan

pelaku usaha dalam pengurusan dan membantu pelaku usaha dalam

meningkatkan usaha deng ntuan berupa modal usaha dan

bagaimana dalam firman

'jl_}jh e

dan tagwa,
ggaran. Dan
berat siksa-

merintahkan

baik dan
kemungkara melarang mereka mendukung
dalam n dan bekerjasama rbuatan dosa atau hal perkara

PAREPARE

Keadilan merupakan salah prinsip yang sangat penting dalam

melaksanakan kegiatan ekonomi. Keadilan dalam kegiatan ekonomi dapat diterapkan

120Ahdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 10.

?'Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV. Al-

Fatih Berkah Cipta, 2013), h. 106.
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secara menyeluruh, anatara lain: dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.'?
terkait dengan perolehan dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah
dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang bahwa dalam pengurusan

perizinan tidak menyulitkan dan tidak memberatkan pelaku usaha yang ingin

mendaftarkan usahanya dalam hal bi ninistrasi dan begitupula usaha yang ingin

mengikuti prgram-program Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Pinrang.
3) Nilai Kenabié

jerah dalam
dari nilai al-
kan tanggung jawab memberikan
di Kabupaten Pinrang i usaha.
al-Khalifah)
telah melaksanakan kewa

| ini sudah

a aturan ya

tang Peran

rang adalah

122aphdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), hal. 10-11.

12Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h 15.
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pelaku usaha yang telah mengikuti program-prgram yang diselenggarakan oleh Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang yang telah mendapatkan bantuan khususnya
di Kecamatan Watang Sawitto lebih meningkat. dalam pelaksanaannya tidaklah
melanggar norma yang berlaku dan aturan agama yang telah ditetapkan oleh Allah
Swit.
4.3.4 Penyedia Informasi.yang berguna
4.3.4.1 Peraturan Daerah Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat Izin

Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan

Penyedia informasi yang digunakan untuk menyebarluaskan regulasi tersebut
adalah dalam bentuk sosialoisasi. Kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah adalah salah
satu kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh bagian hukum Sekretariat Daerah sebagai
upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Dengan dilaksanakannya
sosialisasi Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami
muatan | yang diatur dalam Peraturan Daerah yang menjadi sosialisasi. Kegiatan
sosialisasi dilakukan di 12 kecamatan-yang.ada di Kabupaten Pinrang.

Bapak Andi Sadikin, S.H.zBagian Hukum Sekretariat Daerah ketika peneliti

mewawancaral di Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Setelah Peraturan.Daerah.ditetapkan kita,adakan sosialisasi secara langsung
kepada masyarakat di 12 Kecamatan-tentang-adanya Peraturan Daerah ini.
Jadi kita ke Kantor Kecamatan bersama pihak terkait menyampaikan langsung
kepada masyarakat. selepas itu kita menghimbau kepada masyarakat yang
hadir untuk menyampaikan ke yang lainnya.”*?4

Bapak Wendi Harianto, ST. Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan
ketika peneliti mewawancarai di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan

Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Andi Sadikin, SH., Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Wawancara oleh peneliti di
Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang, 21 November 2019.



77

“Peraturan Daerah terbit dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, jadi kita di
Kecamatan bersama-sama dengan bagian Hukum di Sekretariat Daerah
KabLljgsaten Pinrang ke Kecamatan sosialisasi tentang adanya Peraturan Daerah
ini.”

Bapak Mhd. Budiawanshah seorang Apoteker penanggung jawab, beliau

mengatakan:
“Ini Pernah diadakan sosialisé
Peraturan daerah tentang S
perusahaan kecil sa

0 nda salah itu di Kecamatan bahwa ada
s dijalankan oleh pelaku usaha mulai

simpulkan bahwa setelah
akat melalui
e sosialisasi

i sosialise Kecamatan

inas Koperasi, Usaha Kabupaten

ahun 2019 Tentang Pen sana Teknis

Pada Dinas Koperasi, Menengah

adakan oleh operasi dan

UKM i i lam sosialisa sung kepada

dan UKM
usahanya
membantu

dalam peningkatan usahanya.

12%\Wendi Harianto,ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, Wawancara oleh
peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, 21 November 2019.

126\Mhd. Budiawanshah, Selaku Apoteker Penanggung Jawab, Wawancara oleh peneliti di
Bunayya Farma, 03 Desember 2019.
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Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti

mewawancarai di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Ini diadakan sosialisasi di Kantor, kalo sosialisasi non kegiatan sering,
misanya kita di undang dari Dinas lain sebagai pembicara pengembangan
UKM. Setiap ikut begitu terbatas pesertanya 30-40/angkatan. Kalo langsung
di masyarakat memang kita turun tapi tidak terlalu sering dalam bersosialisasi
tapi kalo mereka datang untuk berkonsultasi menyampaikan permasalahan
usahanya kita terbuka .untuk mereka dan diusulkan untuk ikut program-
program Dinas Kopetrasi dan UKM.”

Ibu Nelli Abubakar pelaku usaha Kue Kering mengatakan:

“Kalo sosialisasi langsung ke masyarakat saya nda pernah ikut. tapi kalo
misalnya ada program-progaram Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten
Pinrang saya sering ikut dan saya sering datang ke Dinas Koperasi dan UKM
Kabuplazgen Pinrang untuk berkonsultasi-menyelesaikan masalah dalam usaha
saya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang tidak terlalu aktif dalam mesosialisasikan
program-program Dinas Koperasi dan UKM tetapi pelaku usaha yang langsung
mendatangi Dinas Koperasi dan UKM apabila ingin mengkonsultasikan masalah
yang terjadi pada usahanya.

Penyedia informasi ' yang berguna dari regulasi-regulasi tentang Peran
Pemerintah Daerah dalam peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang jika
dikaitkan dengan Nilai-nilai Hukum Ekonemi Islam, antara lain:

1) Nilai Ketuhanan (llahiah)
Prinsip tauhid atau ketuhanan‘merupakan dasar dari setiap bentuk aktivitas

kehidupan manusia. Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang

27Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, Wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.

2Nelli Abubakar, Pelaku Usaha Kue Kering, Wawancara oleh peneliti di Kecamatan
Watang Sawitto, 13 Desember 2019.
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akan membantu terbentuknya good goverment.'?® Terkait dengan penyedia informasi
yang berguna dari regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam
peningkatan wirausaha di Kabupaten Pinrang berguna untuk memberikan informasi

kepada masyarakat khususnya pelaku usaha mengenai adanya regulasi-regulasi

tersebut. tugas pemerintah dalam h ikan informasi kepada masyarakat yaitu

mengadakan sosialisasi i tersebut yang pelaksanaanya

sesuai dengan norma dan aturan a elah ditetapkan oleh Allah

Swit.
2)

kait dengan
dengan i yang berguna dari tang Peran

Pemeri eningkatan wirausaha ), dalam hal

ini sosi rakat mengenai penya lasi tersebut

aksimal karena masih ada s t melakukan
tanpa adany belum tahu

izinan dalam berwi

entang Peran
nrang yang
dari regulasi-

regulasi tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Nubuwah (kenabian) menjadikan

Mursal, Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Alternatf Mewujudkan

Kesejahteraan Berkeadilan, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015, Vol. 1, No.1, Maret 2015,
h. 78.
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nabi sebagai teladan dalam melakukan aktivitas di dunia, salah satunya yaitu sifat
amanah yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan informasi.
4) Nilai Pemerintahan (al-Khalifah)

Media pemeintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama

manusia dapat terjaga dengan baik d erintahan memainkan peran penting untuk

menjaga kehaarmonisan i pemerintah dalam mewujudkan
tanggung jawab terhac ara s psialisasi mengenai adanya
eningkatan wirausaha di

a sosialisasi,

n (al-Ma’ad) dari peny perguna dari

ran Pemerintah Daerah irausaha di

masyarakat mengetahui ad asi tersebut,

: atan-muatan : sebut  sesuai
perundang- nggar ketetap ) :
435 atif Putusan

an Daera r entang P an Surat Izin
PAREPARE

30Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 13.
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Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penerbitan Surat
Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan
Surat izin usaha Perdagangan adalah izin usaha untuk dapat menjalankan

usaha perdagangan yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan. Ketentuan ini sudah

diatur dalam Permendagri Nom -DAG/PER/PER9/2011. Perusahaan

perdagangan ialah setiap be ukan kegiatan usaha di sektor

turan Daerah Pinrang 015 tentang
usaha perdagangan da ahaan modal
u usaha di atas Rp. 5
emiliki STUP.”***

wancara di atas bahwa ng memiliki
uta diharuskan untuk memiliki i angan. Surat
izin usa lagangan mer gan sebagai

legalitas menjalankan

an Bupati Pinrang Tahun 2015 Tenta berian lzin

ikro danReA R E PA R E

satu lembar, maka setiap usaha har emiliki izin secara legal. Kenyataannya,
banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengetahui tentang adanya lIzin

usaha ini padahal pengurusan izin usaha ini tidak begitu sulit, satu hari bisa selesai

¥\Wendi Harianto, ST., Kasi Pengawasan dan Bina Usaha Perdagangan, wawancara oleh
peneliti di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang, 13
Desember 2019.
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asal semua persyaratannya sudah dipenuhi. Memiliki izin usaha memudahkan pelaku
usaha mendapat pemberdayaan dari pemerintah seperti mendapat bantuan-bantuan
yang mendorong dalam peningkatan usahanya.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Kabid Koperasi dan UKM ketika peneliti

mewawancarai di Dinas Koperasi dan' UKM. Kabupaten Pinrang, beliau mengatakan:

“Kita menyarankan ini.bagaimana kepada pelaku usaha bagaimana izin usaha
yang lebih mudah; lebih gampang, tidak berbelit ke Kantor Bupati. Itu
masing-masing ke Kecamatan bahkan di k\Kelurahan juga bisa mengurus izin
usaha untuk mempermudah pelaku usaha pemula mengakses modal KUR dan
mendapat bantuan dari Pemerintah. Bagi pelaku usaha pemula ini harus
mengambil IUMK untuk mendorong peningkatan usahanya.”*%

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa memiliki izin usaha mikro dan
kecil atau biasa disebut IUMK merupakan keharusan apabila ingin mendapatkan
pemberdayaan usaha dari pemerintah setempat. Ini diutamakan bagi Pelaku usaha
pemula untuk mendorong peningkatan usahanya. Tetapi masih banyak pelaku usaha
yang tidak tau pentingnya IUMK ini dalam meningkatkan usaha.
4.3.5.3 Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019

Program-program'Dinas Koperasi-dan UKM Kabupaten Pinrang dilaksanakan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah
Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun'2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten

Pinrang Tahun anggaran 2019 dengan tujuan untuk mendorong dalam peningkatan

B32Drs. Muh. Arifin H., M.Pd, Kabid Koperasi dan UKM, wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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usaha. Para pelaku usaha harus mengikuti program-program ini agar memudahkan
dalam peningkatan usahanya termasuk dalam menerima bantuan-bantuan dari
pemerintah setempat.

Bapak Drs. Muh. Arifin H., M.Pd. Selaku Kabid Koperasi dan UKM, Dinas

ennya. Tapi tidak terkecuali
konsultasi menyampaikan

antu dalam

garakan oleh

ni pernah mendapat ba ah setempat.

ntuan para pelaku usah ahanya lebih

an dari regulasi-regulasi tentan ran tah Daerah

if p

dalam p atan wirausa jika dikaitka n Nilai-nilai

i Islam, antara |

etuhanan (Ilahiah)
aIternatiPdA IBHEBAI &Eg Peran tah Daerah

han kepada

dalam
masyarakat untuk mengurus atau tidak perizinan usaha. Jika masyarakat memiliki izin
usaha maka akan memudahkan dalam mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah

dan jika masyarakat tidak memiliki izin usaha, maka usahanya tidak mendapat

133Drs. Muh. Arifin H., M.Pd., Kabid Koperasi dan UKM, wawancara oleh peneliti di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Pinrang, 29 November 2019.
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legalitas dari pemerintah. Dengan adanya pemberdayaan usaha berupa bantuan, maka
masyarakat bersyukur kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan berkat dan
Rahmat-Nya dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam menjalankan usaha.

2) Nilai Keadilan (al-4d’])

Adil dalam Islam adalah an sesuatu pada tempatnya (wud'u al-

syariah makanih).*** Men an tujuan paling utama dalam

risalah Rasulullah S sahabat. Te regulasi-regulasi tentang

abupaten Pinrang bahwa

usahad i pat dalam meningkatkan

ubuwah)

ullah Saw. yang perlu )eranian dan

ng tepat, pandai dalam i dan cepat

i.1% Terkait

dengan laku usaha mengambil
an yang tepat legalitas dan

i dan UKM

yam oy 8 o, 9 v

3% Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 13.

1%5Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 13.
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4) Nilai Pemerintahan (al-Khalifah)
Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam bidang ekonomi yang dilakukan
individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pelaku

ekonomi maupun mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi tetapi tidak

mampu dilakukan oleh para indivi 1% Begitu pun alternatif putusan dalam

regulasi-regulasi tentang P lam peningkatan wirausaha di
Kabupaten Pinrang, longan usaha yang harus

memiliki izin usaha.

usaha dan

yang diselenggarak dan UKM
aha lebih meningkat d binaan dan
intah setempat dan pel k lepas dari

syariat

13l

PAREPARE

%8 Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), h. 14.
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BAB V
PENUTUP
Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan sebagimana yang telah

dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

sebagai berikut:
51  Kesimpulan

Berdasarkan ilakukan maka penulis

1) rang Nomor 1 Tahun 2 an surat izin
an tanda daftar perusah pati Pinrang

16 tentang pelaksana Kabupaten

ahun 2015 tentang penerbi tanda daftar

2) : i Pi hu : N izin usaha
3) Kabupaten

ksana teknis
Kabupaten
Pinrang Tahun anggaran 2019.
5.1.2 Regulasi-regulasi tentang Peran Pemerintah Daerah di Kabupaten Pinrang

terlaksana sesuai dalam peraturan perundang-undangan dan masih berlaku

sampai sekarang kecuali pada Keputusan Kepala Dinas Koperasi, usaha kecil

86
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dan menengah Kabupaten Pinrang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan
pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, usaha kecil
dan menengah Kabupaten Pinrang Tahun anggaran 2019 hanya berlaku

selama 1 tahun yaitu selama tahun 2019.

5.1.3 Adanya Regulasi-regulasi Peran Pemerintah Daerah dalam

peningkatan wiraus mengenai perizinan usaha yang
mendukung program-program yang
pendampingan berupa
tuan berupa

aha sehingga

kat dan mampu berda an inovatif.

rsebut sesuai dengan peningkatan

m.

adanya beb j maka penulis mengajukan
enjadi baha i p Pemerintah ten Pinrang

a membepienwmnE usaha ya m memiliki

5.2

mendukung

5.2.2  Perlunya Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai adanya program-program
pemerintah dalam Peningkatan Wirausaha terutama dalm program kegiatan

penyelenggaraan promosi Produksi UKM karena dari beberapa pelaku usaha
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binaan Dinas Koperasi dan UKM hasil produksinya belum ikut dalam

Penyelenggaraan promosi Produksi UKM.

13l

PAREPARE
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